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BUPATI KARIMUN 
BUPATI KARIMUN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR   20  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA 

WAJIB PAJAK SECARA ONLINE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak 

Daerah, maka perlu dilakukan pengawasan atas data 

transaksi usaha Wajib Pajak melalui penyelenggaraan sistem 

informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara 

online; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak Secara Online; 

 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

 

 

 

http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149060
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149344
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149146
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3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4761); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5348); 
 

http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149330
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149333
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149401
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149455
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149537
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149561
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149561
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/153232
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/153346
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/153805
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5950); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun Nomor 3); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 
2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI 

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK 
SECARA ONLINE. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Karimun. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah 

pelaksana pemungut pajak daerah. 
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 

Daerah pelaksana pemungut pajak daerah. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan 
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
 

http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/154240
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/prokum/prohuda/perda?kat=2.1&nomo=7&thn=2016&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/prokum/prohuda/perda?kat=2.1&nomo=7&thn=2016&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/prokum/prohuda/perda?kat=2.1&nomo=3&thn=2018&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/prokum/prohuda/perda?kat=2.1&nomo=3&thn=2018&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
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